BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang :a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan

Mengingat : 1.

Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru
Tahun _Anggaran 2021, perlu Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru
Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara

tentang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (L,emba‘ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 10);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomon 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentikan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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10.

11.

12.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 208 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Da‘]am Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaiman telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
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20.

21

22,

23.

24.

25.

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 10), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun QOéb tentang
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor
7);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor
3);

Peraturan Daerah  Kabupaten Barru Nomor 9

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
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(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor
9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2019 {Berita Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

»

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BARRU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

¥

2
3.
4

10.

Daerah adalah Kabupaten Barru.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru.

Bupati adalah Bupati Barru.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

ls;elanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama satu periode anggaran.
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Pasal 2
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp. 955.353.308.766,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Milyar
Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus
Enam Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

; Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.106.629.368.676,- (Seratus Enam Milyar Enam
Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu
Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 18.670.000.000,- (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh
Puluh Juta Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 8.451.218.360,- (Delapan Milyar Empat Ratus
Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam
Puluh Rupiah).

(4) Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang di
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanalgan sebesar
Rp.8.942.135.943,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua

Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga

pisahkan

Rupiah). 7
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.566.014.373,- (Tujuh
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Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Belas Ribu Tiga
Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 825.891.840.090,- (Delapan Ratus Dua Puluh
Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus
Empat Puluh Ribu Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
b. pendapatan transfer antar daerah;

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 778.427.041.296,- (Tujuh
Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta
Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.464.798.794,- (Empat Puluh
Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat
Rupiah)

Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud c'i\alam Pasal
3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 22.832.100.000,- (Dua Puluh Dua
Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), yang
terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp959.483.277.502,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Empat
Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima
Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasional;
b. belanja modal;
belanja tidak terduga; dan

24

d. belanja transfer.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp. 744.872.067.846,- (Tujuh Ratus
Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam

Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;

d. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 438.205.082.654,- (Empat Ratus JTiga Puluh
Delapan Milyar Dua Ratus Lima Juta Delapan Puluh Dua Ribu Enam
Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 274.522.061.005,- (Dua Ratus Tujuh Puluh
Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu
Lima Rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 3.191.298.036,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan
Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh
Enam Rupiah).

(5

—_—

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 27.153.626.151,- (Dua Puluh Tujuh Milyar
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu
Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).

6

—

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus
Juta Rupiah).

Pasal 9
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 102.545.144.794,- (Seratus Dua Milyar Lima
Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh
Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin;
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b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.469.516.744,- (Tiga lﬁuluh Satu
Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas
Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

(3) Belanja modal gedung‘ dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.810.347.196,- (Dua Puluh
Tujuh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh
Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 41.583.223.154,- (Empat
Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua
Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.682.057.700,- (Satu Milyar Enam
Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus
Rupiah).

. Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
¢ direncanakan sebesar Rp. 4.792.958.862,- (Empat Milyar Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu
Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

Pasal 11
Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 107.273.106.000,- (Seratus Tujuh Milyar Dua
Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas

Belanja bantuan keuangan.
Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp. 4.129.968.736,- (empat milyar seratus dua puluh sembilan juta
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sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam
rupiah), yang terdiri atas :
a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp,10.183.000.000,- (sepuluh milyar seratus
delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya.

) Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.053.031.264,- (enam milyar lima
puluh tiga juta tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat
rupiah), yang terdiri atas:
a. penyertaan modal daerah;
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

(2

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
(3

Pembayaran cicilan pokek utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.3.053.031.264,- (tiga milyar lima puluh tiga juta tiga puluh satu ribu

dua ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 4.129.968.736,-
(empat milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam
puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluéran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.4.129.968.736,- (empat milyar seratus dua puluh sembilan juta
sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam

rupiah).
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Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan

(2

(3

—
ot
—

(2)

Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran

melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan

belanja daerah tahun anggaran 2021,

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wayjib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau '

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan mengenai penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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(3) Ketentuan mengenai daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran hibah tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Ketentuan mengenai daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(S) Ketentuan mengenai daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 30 Desember 2020
B T BARRU,

—_

SU. 1 SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 30 pesember 2020
EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 45

Dipindai dengan CamScanner



